
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI 

NOMOR 824/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUKABUMI NOMOR 814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan jadwal

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu 

dilakukan perubahan Pedoman Teknis Pencalonan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 

814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang 

Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 

2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sukabumi Nomor 814/PL.02.2-Kpt/02/ 

KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis 

Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020.

Mengingat
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota
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Memperhatikan :

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemillihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemillihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah

Kabupaten Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sukabumi Nomor 900/7513/Bakesbangpol 

Nomor : 246/KU.07-SIj/KPU-Kab/3202/X/2019

tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9- 

SD/06/KPU/IX/2019, Perihal Tahapan Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020, tanggal 3 September 2019;

3. Keputusan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Keputusan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten 

Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/ 

3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan 

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 

Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten 

Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/ 

3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemillihan 

Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 823/PP.01.2- 

Kpt/02/KPU-Kab/ 3202/X/2019;

5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 83/PL.02.2-BA/02/ 

KPU-Kab/3202/XI/2019 tentang Penetapan Perubahan 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sukabumi Nomor 814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/ 

3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan 

pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Sukabumi tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI 

NOMOR 814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

: Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pencalonan pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Suka­

bumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Formulir-formulir Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini.

KETIGA
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KETIGA

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 814/PL.02.2- 

Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis 

Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020, dinyatakan tidak 

berlaku.

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi 

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 27 November 2019

Untuk SALINAN yang Sah 
Sesuai dengan aslinya 

’EMILUlM UMUM 
JKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI 
NOMOR : 824/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019 
TANGGAL : 27 November 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI 
NOMOR 814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/ 
X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 

Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Serentak berdasarkan Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan 

penyempurnaan antara lain:

a. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:

1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk 

menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan 

calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak
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penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota;

3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai 

pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika 

telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang 

bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan 

dengan petahana;

5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan.

b. Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk

menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan 

yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon 

Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit 

dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. 

Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling 

sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk dirubah menjadi 

berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Sebelumnya. Pemilihan 

sebelumnya adalah Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan 

Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf d, Jumlah 

Dukungan Paling Sedikit bagi calon perseorangan di Kabupaten 

Sukabumi adalah 6.5 % (enam setengah persen) dari Daftar Pemilih 

Tetap Pemilu Tahun 2019 sebanyak 1.826.011 (satu juta delapan ratus 

dua puluh enam ribu sebelas) Pemilih. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 

ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah 

diubah terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota, sesuai pasal 94 ayat (3) memerintahkan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang pedoman 

teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan 

Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan
Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Sukabumi dengan 

maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan langsung, 

umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;

2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 

dari Perseorangan;

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

4. Warga masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang ingin mengetahui 

dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil 

Bupati Sukabumi Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya 

penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam 

melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, 

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan 

umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, 

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang 

akan mengikuti proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati 

Sukabumi melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan 

Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
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4. Memberikan informasi kepada segenap warga masyarakat di 

Kabupaten Sukabumi dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan 

mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

Sukabumi Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya 

penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup
Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

BAB III PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN

A. Persiapan Penyerahan Dukungan Perseorangan

B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Perseorangan

C. Penyerahan Dukungan Perseorangan

D. Penelitian Administrasi Dan Faktual Dukungan 

Perseorangan

E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di PPK

F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di KPU

Provinisi Jawa Barat

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jawa Barat

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

C. Pendaftaran Pasangan Calon

BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan

B. Penelitian Persyaratan Calon

C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan

BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
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C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

BAB VII PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT

DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

C. Pengumuman Pasangan Calon

BAB VIII PENUTUP

D. Pengertian Umum
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, selanjutnya disebut 

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati 

Sukabumi secara langsung dan demokratis;

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut 

KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang- 

undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam 

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang Pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi

adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut 

KPU Kabupaten Sukabumi, adalah lembaga pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum 

yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Sukabumi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang pemilihan;

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk 

melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di 

tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang pemilihan;
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6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk 

melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di 

tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang pemilihan;

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat 

KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 

melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan 

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang pemilihan;

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi adalah yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan 

umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum 

di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

pemilihan;

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi merupakan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang 

dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan 

Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum;

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut 

Pan was pemilihan Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh 

Panwas pemilihan Kabupaten Sukabumi yang bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, 

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas pemilihan Kecamatan 

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan 

lain / kelurahan;
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13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan 

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai 

Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan 

Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama 

sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati;

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan 

sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 

Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;

16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten /kota adalah 

Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para 

Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau 

kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran 

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang 

bersangkutan;

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon 

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon 

Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi;

18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya 

disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik 

Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada 

KPU Kabupaten Sukabumi untuk mengikuti Pemilihan;

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut 

Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi 

syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

20. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat;
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21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani 

pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan 

administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan 

hak asasi manusia;

23. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON
1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Sukabumi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas 

atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon 

Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan 

Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh 

dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan 

Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

fl. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara 

meliputi:

1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);

2. terpidana karena alasan politik; atau

3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara,
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wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di 

dalam penjara;

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa 

pemidanaannya, secara kumulatif wajib memenuhi syarat secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan 

sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan 

Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling 

singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan 

Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan negara;

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi;

o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 

untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung 

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, 

yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan 

masa jabatan kedua paling singkat selama 2 Vs (dua setengah) 

tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, 

adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, 

dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil 

Bupati/Walikota;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang

sama;
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b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut- 

turut; atau

c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang 

sama atau di daerah yang berbeda;

4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 Ya (dua 

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 

akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota 

dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 

dengan angka 4, berlaku untuk :

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 

Walikota, yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, 

dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota; atau

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 

Walikota, karena perubahan nama Kabupaten/Kota;

p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota bagi Calon 

Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi 

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang 

mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota 

atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain.

r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan 

negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati, yang 

mencalonkan diri di daerah yang sama;

s. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau 

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
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V. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak 

ditetapkan sebagai calon; atau 

w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang 

disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dikuti oleh pasangan 

calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan

b. Perseorangan.

2. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan persyaratan pencalonan 

untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan 

KPU Kabupaten Sukabumi sebelum pengumuman pendaftaran 

Pasangan Calon didasarkan pada:

a. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan 

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 

2019; dan

b. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Calon 

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2019.

3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi disampaikan kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, 

Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sukabumi, dan Bawaslu 

Kabupaten Sukabumi.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan 

pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yaitu 10 (epuluh) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 

atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara
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sah seluruh partai politik hasil Pemilihan Umum anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019.

5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan 

Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 

25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, 

yang dapat mengajukan calon hanya Partai Politik yang memperoleh 

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi 

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

6. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan persyaratan pencalonan 

berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon 

Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.

7. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi didasarkan pada jumlah 

pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan 

terakhir pada pemilihan Umum Tahun 2019.

8. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi jika memenuhi syarat 

dukungan paling sedikit 6,5 % (enam setengah Persen) x jumlah 

Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir.

9. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian 

administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan 

sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Kelompok Keija Verifikasi 

Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang terdiri dari 

Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

2. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan sosialisasi Pasangan Calon

perseorangan berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

penyerahan dukungan. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan 

undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat 

menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan

mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal
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Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi 

calon perseorangan.

3. KPU Kabupaten Sukabumi menyiapkan ruangan yang memadai 

untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses 

penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan Jadwal Penyerahan 

Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media 

massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau 

laman KPU Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 sampai dengan 16 

Desember 2019.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan 

mencantumkan, antara lain :

a. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi mengenai ketentuan

persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon

perseorangan dan persebarannya;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan kepada KPU Kabupaten Sukabumi; dan

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan 

kepada KPU Kabupaten Sukabumi oleh Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan;

2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen 

dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak 

dapat diwakilkan;

3. KPU Kabupaten Sukabumi, menerima dan melakukan registrasi Tim 

Penghubung yang diserahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

dan memberikan Kartu Identitas Tim Penghubung;

4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan 

dilampiri:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau surat 

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut
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berdomisili di Kabupaten Sukabumi dan tercantum dalam daftar 

pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau 

daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan (DP4);

b. rekapitulasi jumlah dukungan; dan

c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a yang 

diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

dilarang dikeluarkan secara kolektif.

5. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.l-KWK 

Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara 

perorangan.

6. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun 

surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak 

menggunakan formulir Model B.l-KWK Perseorangan Bakal 

Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama 

pendukung ke dalam formulir Model B.l-KWK Perseorangan, 

dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi 

data:

a. Nama;

b. Nomor Induk Kependudukan;

c. Jenis Kelamin;

d. Alamat;

e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

f. Tempat Lahir;

g. Tanggal Lahir;

h. Pekerjaan;

i. Belum Sudah/Pemah Kawin (B/S/P);

j. TTD/Cap Jempol; dan

k. Keterangan.

7. Penyerahan dokumen dukungan oleh Bakal pasangan Calon 

Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di 

Kantor KPU Kabupaten Sukabumi;

8. Penyerahan dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan 

dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020, mulai 

Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

9. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai 

antara softcopy dan hardcopy, KPU Kabupaten Sukabumi menyusun 

berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal
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Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen 

dukungan;

10. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh Bakal pasangan calon 

terdiri dari;

a. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir 

Model B.l-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan 

wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan yang 

ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai 

dengan format Model B. 1-KWK perseorangan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat 

Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut 

berdomisili di Kabupaten Sukabumi paling singkat 1 (satu) tahun 

dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau 

Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih 

Pemilihan;

11. Bakal Pasangan Calon Peseorangan menyusun rekapitulasi jumlah 

dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK 

Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan, untuk 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

12. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokan dalam satuan wilayah 

Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan 

berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.l-KWK 

perseorangan;

13. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan 

dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan 

atau kolektif, pada dokumen kolektif per desa/kelurahan;

14. Dokumen dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan 

diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy

a. Softcopy merupakan dokumen dukungan yang disusun 

menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah 

pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);

b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotocopy 

identitas kependudukan dalam bentuk hardcopy,

c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan;
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15. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu)

Dokumen asli untuk KPU Kabupaten Sukabumi, 1 (satu) Dokumen

salinan untuk PPS, dan 1 (satu) Dokumen salinan untuk arsip

pasangan calon;

16. Batas Akhir dan Penutupan Peneriman dokumen dukungan:

a. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan bahwa penyerahan 

dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 23 Februari 2020 

Pukul 16.00 WIB;

b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan 

disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi, KPU Kabupaten 

Sukabumi membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas 

Dukungan;

c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan pasangan calon tidak 

diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan;

d. Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari 

terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah 

dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, 

KPU Kabupaten Sukabumi tetap melaksanakan proses 

penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan 

tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda 

Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai 

dilakukan;

17. Penghitungan Jumlah dukungan :

a. KPU Kabupaten Sukabumi menyiapkan petugas untuk 

menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh bakal 

pasangan calon.

b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan 

menggunakan SILON;

c. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian penghitungan 

didampingi Tim Penghubung dari bakal pasangan calon dan 

diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada 

tanggal 19 sampai dengan 26 Februari 2020;

d. Apabila jumlah dukungan hardcopy tidak sama dengan softcopy, 

maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki 

sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau 

sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 Pukul 16.00 WIB.
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18. Penghitungan Pemenuhan Jumlah Dukungan Minimal dan Jumlah 

Sebaran Minimal;

a. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan 

menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi 

atas hasil penghitungan dukungan setiap Bakal pasangan calon 

perseorangan;

b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan 

calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan 

atau lebih dari ketentuan batas minimal jumlah dukungan dan 

tersebar minimal di 24 kecamatan (sesuai Keputusan KPU 

Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan rekapitulasi daftar 

pemilih tetap pemilu terakhir sebagai dasar penghitungan 

jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon 

perseorangan pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Sukabumi tahun 2020), maka selanjutnya KPU 

Kabupaten Sukabumi menuangkan dalam Berita Acara (Model 

BA. 1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan 

bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan 

minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; 

dan

c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon 

sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari 

ketentuan minimal jumlah dukungan dan/atau tidak tersebar 

di lebih dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, KPU Kabupaten 

Sukabumi menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan 

Keputusan yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon tidak 

memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar di 

lebih dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan sehingga tidak 

dilanjutkan ke proses berikutnya.

19. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan analisis data dukungan ganda 

calon perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON. Analisis 

dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPS. 

analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA. 1-KWK 

sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit;

20. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS melalui PPK dilakukan 

oleh KPU Kabupaten Sukabumi disertai surat pengantar dan berita 

acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Desa/Kelurahan
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dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 27 Februari 

sampai dengan 25 Maret 2020; dan

21. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda 

disampaikan kepada Bakal pasangan calon perseorangan setelah 

analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Perseorangan
1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda bakal calon 

perseorangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dibantu 

oleh PPS melalui PPK sejak menerima berkas dukungan yaitu pada 

tanggal 27 Februari sampai dengan 25 Maret 2020;

2. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan verifikasi terhadap jumlah 

minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya 

dengan cara:

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran 

yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.l-KWK 

Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran 

yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model 

B.1KWK Perseorangan; dan

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model 

B.1KWK Perseorangan.

3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum 

pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan 

persebaran, KPU Kabupaten Sukabumi menerima dokumen, 

menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan 

penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk 

dilakukan verifikasi administrasi;

4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum 

pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan 

persebaran, KPU Kabupaten Sukabumi menyusun berita acara dan 

mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon 

untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen 

dukungan.

5. Penelitian faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS 

selama 14 (empat belas) hari sejak menerima berkas dukungan dari
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KPU Kabupaten Sukabumi yaitu pada tanggal 26 Maret sampai 

dengan 15 April 2020;

6. KPU Kabupaten Sukabumi menyerahkan dokumen dukungan calon 

perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan 

penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita 

Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing untuk:

a. KPU Kabupaten Sukabumi;

b. Pasangan Calon perseorangan;

c. PPK;

d. PPS; dan

e. Bawaslu KPU Kabupaten Sukabumi.

7. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan verifikasi administrasi dengan 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model 

B.1KWK Perseorangan;

b. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, 

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan 

alamat pendukung pada formulir Model B.l-KWK Perseorangan 

dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan 

yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

c. penelitian kesesuaian antara formulir Model B.l-KWK 

Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau 

Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih 

Pemilihan;

d. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah 

Pemilihan;

e. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

f. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah 

administrasi PPS;

g. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan 

pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;

h. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal 

Pasangan Calon perseorangan.

8. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan penelitian Kesesuaian 

dengan DPT atau DP4 :
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a. KPU Kabupaten Sukabumi meneliti daftar dukungan yang 

terdapat dalam B1. KWK Perseorangan harus terdapat dalam DPT 

atau DP4;

b. Apabila pendukung tidak terdapat dalam DPT atau DP4, KPU 

Kabupaten Sukabumi melakukan konfirmasi ke Disdukcapil;

c. Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di DPT, DP4 

dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;

d. Apabila pendukung Dinyatakan tidak terdapat dalam data di 

DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Tidak 

Memenuhi Syarat; dan e. Apabila Disdukcapil tidak memberikan 

keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.

9. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian dukungan ganda 

mencakup:

a. Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal 

Dukungan Paslon dan Ganda Eksternal Dukungan Antar Paslon;

b. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan 

pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, 

Status Kawin, pekerjaan), dukungan hanya dihitung satu, yang 

lainnya dicoret; dan

c. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan 

penelitan terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda, tidak 

dilakukan pencoretan.

10. KPU Kabupaten Sukabumi membuat berita acara hasil verifikasi 

administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT 

dan/atau DP4 sebagaimana Format Model BA.3-KWK Perseorangan 

sebanyak 5 (lima) rangkap :

a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 rangkap untuk PPK;

c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara 

BA.3.1-KWK Perseorangan;

d. 1 rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Sukabumi; 

dan

e. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi.

11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat 

petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) 

setempat sesuai kebutuhan;
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12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian

faktual sebagai berikut:

a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap 

tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi 

syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, 

alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan 

Calon;

b. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan 

yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;

c. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, 

pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK 

Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;

d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi 

yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara 

Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan 

sah, kecuali berdasarkan kesaksian Pan was pemilihancam/PPL 

secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi 

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

e. Seseorang pendukung atau lebih pendukung menarik dukungan 

kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, 

dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;

f. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal 

pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada 

kolom keterangan;

g. Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat 

meminta pendukung untuk menunjukkan identitas 

kependudukan yang asli;

h. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) 

Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung 

kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon 

dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol 

terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret 

nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal 

Pasangan Calon yang tidak didukung;

i. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol 

pada formulir Model B.l-KWK Perseorangan dan menyatakan 

kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan
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diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada 

kolom tanda tangan atau cap jempol;

j. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol 

pada formulir Model B.l-KWK Perseorangan dan menyatakan 

tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA. 5- 

KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi 

syarat dan dicoret dari daftar dukungan;

k. Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada 

lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan 

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar 

dukungan;

l. Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 

1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia 

mengisi Lampiran BA. 5 KWK Perseorangan, dukungan 

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar 

dukungan;

m. Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k 

dan huruf 1, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret 

dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas 

pemilihan kecamatan;

n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib 

mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;

o. Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud 

dalam huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara 

berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim 

penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh 

pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada 

tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti 

kebenaran dukungan;

p. Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal 

Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung 

sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan 

verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
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q. Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan 

untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya 

paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan

r. Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan 

Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak 

memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari 

daftar dukungan.

13. Apabila pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung 

dengan alasan sakit atau berada di luar Kabupaten Sukabumi, Bakal 

pasangan calon dan/atau Tim Penghubung Baked Pasangan calon 

dapat memanfaatkan teknologi informasi.

14. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model 

BA.5KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) 

dengan peruntukkan :

a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;

c. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;

d. 1 rangkap untuk PPL; dan

e. 1 rangkap arsip untuk PPS

15. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan hasil verifikasi faktual 

dukungan bakal calon perseorangan berupa jumlah dukungan 

pasangan calon melalui laman KPU Kabupaten Sukabumi.

E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di PPK
1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat 

pleno terbuka mulai tanggal 16 sampai dengan 22 April 2020 

dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Bakal Pasangan calon 

perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Pan was 

pemilihan kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, 

PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan 

kepada Tim penghubung calon perseorangan, Panwas pemilihan 

kecamatan dan PPS;

b. Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung, dan Panwas 

pemilihan Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap 

proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



melakukan pembetulan pada saat itu juga pada Lampiran Berita 

Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;

c. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan 

Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, 

Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita 

Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;

2. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita 

Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 

(empat) dengan peruntukkan:

a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi disertai dokumen 

dukungan;

c. 1 rangkap untuk Pan was pemilihan Kecamatan; dan

d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK .

F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di KPU Kabupaten Sukabumi
1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rekapitulasi dukungan 

perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 23 sampai 

dengan 24 April 2020 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh Bakal 

Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh 

Bawaslu Kabupaten Sukabumi;

2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten 

Sukabumi melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan 

kepada Tim penghubung calon perseorangan, dan Bawaslu 

Kabupaten Sukabumi;

b. KPU Kabupaten Sukabumi dibantu oleh PPK membacakan hasil 

rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan 

di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan 

tabel 2 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk 

dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;

c. Tim Penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi dapat 

mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat 

Kabupaten dengan menunjukan bukti pendukung. Apabila 

keberatan diterima, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan 

pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran 

Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
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d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan 

Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat 

menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi 

Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;

3. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun berita acara rekapitulasi 

dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan 

Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:

a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sukabumi; dan

c. 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kabupaten Sukabumi.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
1. KPU Kabupaten Sukabumi membentuk Kelompok Kerja Pendaftaran 

dan Penetapan Pasangan Calon.

2. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU 

Kabupaten Sukabumi melakukan kegiatan menerima Surat 

Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh 

Kemenkum H AM melalui KPU RI;

3. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Paling Sedikit 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Partai 

Politik Atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai 

berikut:

a. Penghitungan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan 

partai politik dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di 

DPRD Kabupaten Sukabumi hasil pemilu 2019 dengan angka 50 

kursi x 20% (dua puluh persen) yaitu 10 (Sepuluh) Kursi;

b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud 

huruf a didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno KPU 

Kabupaten Sukabumi Nomor 55/PL.01.7-BA/02/KPU-Kab/ 

3202/V/2019 tentang Perbaikan Data pada Sertifikat 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan 

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DB1-PPWP,
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DB 1-DPR, DB 1-DPD, DB 1-DPRD Provinsi, DB 1-DPRD Kab/Kota) 

pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. Jumlah minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik sebanyak 1.064.297 x 25% = 323.344 (tiga ratus dua 

puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat) suara sah 

perolehan suara sah hasil pemilihan umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019;

d. Jumlah perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana 

dimaksud huruf c didasarkan pada Model DB DPRD Kabupaten 

Sukabumi hasil Pemilu 2019.

4. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan 

Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik disampaikan kepada 

Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten 

Sukabumi; dan

5. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Pencalonan dan Perangkat 

pendukung Sistem Pencalonan (SILON).

6. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan simulasi pendaftaran 

dengan tim kampanye, Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan Pihak 

terkait lainnya.

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
1. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan masa pendaftaran 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan Partai 

Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan pada tanggal 9 

sampai dengan 15 Juni 2020;

2. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan pendaftaran Pasangan 

Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman 

dan/atau laman pada KPU Kabupaten Sukabumi atau media sosial;

3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat calon;

b. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Persyaratan

jumlah kursi dan suara sah minimal yang harus dipenuhi oleh 

partai politik atau gabungan partai politik;

c. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang persyaratan

dukungan dan sebaran minimal yang harus dipenuhi oleh 

pasangan calon perseorangan;
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d. Dokumen yang harus dilampirkan;

e. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon;

f. Nama dan nomor kontak narahubung.

C. Pendaftaran Pasangan Calon
1. KPU Kabupaten Sukabumi menerima Pendaftaran Pasangan Calon 

dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020;

2. KPU Kabupaten Sukabumi menyiapkan ruangan yang memadai yang 

dapat menampung Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan partai 

politik yang mengajukan pasangan calon beserta pendukung;

3. KPU Kabupaten Sukabumi mengatur jumlah peserta yang dapat 

hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan 

mempertimbangkan kapasitas ruangan;

4. Bakal Pasangan Calon Peseorangan, Bakal Pasangan Calon dari 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir secara Pribadi dan 

tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran Calon;

5. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal 

Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;

6. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon atau 

Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tidak 

dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon 

perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak 

hadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat 

dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi 

yang berwenang;

7. KPU Kabupaten Sukabumi memberikan kesempatan kepada Bakal

Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers,

menampilkan prosesi /pertunjukkan/kreasi lainnya pada saat

sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada 

area yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran calon;

8. KPU Kabupaten Sukabumi dalam pendaftaran Pasangan Calon dari 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, 

melaksanakan kegiatan:

a. Menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Calon
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Perseorangan dengan formulir Model TT. 1-KWK dan soft copy 

Silon;

b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan 

pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik, meliputi:

1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mendaftarkan pasangan calon;

2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah 

Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan 

Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang 

berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai 

Politik tingkat kabupaten;

3) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan 

pasangan calon;

4) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan 

nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing- 

masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung 

mendaftarkan pasangan calon;

5) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan 

calon.

c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan 

pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi:

1) Nama lengkap bakal pasangan calon sesuai KTP-E;

2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan 

pasangan calon dan syarat pasangan calon Perseorangan;

3) Alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan;

4) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan 

calon; dan

5) Dokumen dukungan pasangan Calon.

d. Memeriksa isi data soft copy SILON. Apabila ada perbedaan 

berkas antara hard copy dan soft copy SILON maka KPU 

Kabupaten Sukabumi berpegang pada dokumen hard copy. 

Pasangan Calon memperbaiki soft copy Silon;

e. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon 

dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon atau

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



kepada Bakal Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf 

dan cap stempel basah.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan 

pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:

a. Menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang 

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan 

Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi;

b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 

tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; 

dan

c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 

atau tingkat Provinsi Jawa Barat tentang kepengurusan Partai 

Politik tingkat Kabupaten Sukabumi.

10. Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon, 

wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan Calon Perseorangan 

beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang 

bersangkutan;

11. Tanda tangan pasangan Calon Perseorangan pada surat pendaftaran 

beserta lampirannya harus ditanda tangani asli;

12. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah 

memenuhi syarat meliputi:

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan 

Partai Politik yang bergabung tingkat Kabupaten Sukabumi 

menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta

lampirannya;

b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon

Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK

Perseorangan beserta lampirannya;

c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon 

sebagai bukti syarat calon dituangkan kedalam Formulir Model 

BB.l-KWK;

d. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang 

berstatus Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 

Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
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e. Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala 

Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

f. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat 

pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana 

dimaksud pada huruf d dan huruf e;

g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c 

dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 

bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten / Kota;

h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari 

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal Bakal Calon;

i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi 

tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan 

Persyaratan Calon;

j. Surat keterangan catatan Kepolisian Resort sesuai dengan 

domisili/KTP, yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak 

pernah melakukan perbuatan tercela;

k. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan 

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa 

laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti 

Pemenuhan persyaratan Calon;

l. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang 

secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang 

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara 

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
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m. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya 

meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan 

persyaratan Calon;

n. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 

Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama 

Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak 

Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak 

mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti 

pemenuhan persyaratan Calon;

o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal 

Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan 

Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal 

Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir 

Model BB.2-KWK;

p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E);

q. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah 

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti 

pemenuhan persyaratan Calon;

r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang 

ditandatangani Pasangan Calon; dan

s. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm 

berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 

(empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau 

ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;

14. Bakal Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain

menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon wajib menyerahkan

Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Model BA.7-KWK

Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.
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BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan
1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian terhadap 

persyaratan pencalonan yang meliputi :

a. Penelitian pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling 

sedikit bagi bakal calon perseorangan yang didasarkan pada 

Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Apabila 

dukungan pasangan calon perseorangan mengalami pengurangan 

hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS melalui 

PPK, diberikan kesempatan untuk menambah dukungan di masa 

perbaikan persyaratan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 

2020; dan

b. Penelitian pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara 

sah minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan, bagi 

calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020.

2. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda dalam 

surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, 

KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan koordinasi dan konsultasi 

kepada KPU RI untuk memastikan keabsahan Surat Keputusan yang 

diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang 

telah divalidasi oleh KPU RI.

B. Penelitian Persyaratan Calon
1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penelitian keabsahan syarat 

calon yang meliputi:

a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap 

kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat 

pendaftaran Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon, setelah 

menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya 

yaitu tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 2020; dan

b. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen- 

dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan 

mengikut sertakan Pejabat dari Instasi Terkait.
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2. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan permohonan bantuan 

kepada pimpinan instasi terkait untuk menugaskan pejabat yang 

ditunjuk dan diberi wewenang oleh instasi tersebut dalam meneliti 

keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan 

keraguan atas keabsahan berkas calon, seperti Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sukabumi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sukabumi terkait syarat ijazah;

3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten 

Sukabumi dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat 

ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas/instansi yang berwenang, 

dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan 

keabsahan ijazah tersebut;

4. Dalam hal diduga terdapat ketidak benaran atau masukan dari 

masyarakat terhadap berkas administrasi, KPU Kabupaten 

Sukabumi melakukan :

a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada 

instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;

b. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat 

perilaku, dilaksanakan dengan pimpinan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik;

c. Klarifikasi dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Sukabumi 

dibantu pegawai sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten 

Sukabumi.

5. Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua 

atau anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang diberi kewenangan 

melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua 

Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan 

Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan 

ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;

6. KPU Kabupaten Sukabumi memberitahukan hasil penelitian 

terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon 

dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik tingkat Kabupaten Sukabumi, dan Bakal Calon Perseorangan 

paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa penelitian atau pada 

tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2020, disertai tanda terima surat 

Pemberitahuan Tersebut;
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7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, 

disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima 

pemberitahuan tertulis dibuktikan dengan mencantumkan tanda 

tangan Bakal Calon yang menerima pemberitahuan, dan Pimpinan 

Partai Politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima tembusan 

Surat pemberitahuan tersebut.

C. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten Sukabumi menerima tambahan jumlah dukungan 

untuk memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 2 

kali lipat dari jumlah kekurangan pada masa perbaikan yaitu tanggal 

25 Juni sampai dengan 1 Juli 2020;

2. Calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan 

sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS melalui 

PPK dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang 

sama seperti dijelaskan dalam BAB III;

3. Apabila sampai dengan batas akhir penerimaan tambahan jumlah 

dukungan yaitu tanggal 1 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB, Calon 

Perseorangan tidak memenuhi kewajibannya, KPU Kabupaten 

Sukabumi melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Calon 

perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan Calon.

BAB VI
PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
1. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan 

Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat Kabupaten untuk :

a. membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas : dokter, 

ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, 

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi 

Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi 

Indonesia;
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b. menetapkan rumah sakit pemerintah atas rekomendasi IDI untuk 

melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas 

penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten 

Sukabumi.

2. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan standar kemampuan 

sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit 

pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal 

Calon;

3. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan penandatanganan Nota 

Kesepahaman atau MoU dengan IDI Kabupaten Sukabumi terkait 

proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;

4. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan nama rumah sakit 

pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 

huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan 

Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk 

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas 

penyalahgunaan narkotika;

5. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan 

Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan 

hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas 

penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten Sukabumi 

sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
1. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat koordinasi teknis 

dengan Rumah Sakit, Kepolisian Resort Sukabumi dalam pengaturan 

dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan 

calon yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 23 Juni 

2020 ;

2. Penetapan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan untuk masing-masing 

pasangan calon disampaikan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten 

Sukabumi;

3. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon disesuaikan dengan 

daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan Pemeriksaan 

Kesehatan, apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



giliran pelaksanaan pemeriksaan pasangan Calon dilakukan 

berdasarkan urutan pendaftaran;

4. Pada Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak 

diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah 

Pengantar yang dijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit;

5. KPU Kabupaten Sukabumi memfasilitasi konferensi Pers Pasangan 

Calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan
1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh 

rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Pasangan Calon 

kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan bersifat final serta tidak dapat 

dilakukan pemeriksaan pembanding;

3. KPU Kabupaten Sukabumi menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan 

dalam 2 (dua) Jenis Hasil Pemeriksaan yaitu :

a. Berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak 

memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan 

pemenuhan persyaratan Calon; dan

b. Berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk 

disampaikan kepada Calon.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN 

PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon
1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat pleno terbuka untuk 

menetapkan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020;

2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan Keputusan KPU 

Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon;

3. Urutan Penulisan dalam Keputusan Pasangan Calon yang ditetapkan 

berdasarkan urutan pendaftaran pasangan Calon;

4. KPU Kabupaten Sukabumi mengatur tempat pelaksanaan Rapat 

Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten
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Sukabumi, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye 

Pasangan Calon, Pers dan masyarakat lainnya.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
1. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan Rapat koordinasi dengan 

Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut 

meliputi paling sedikit:

a. Pengaturan tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pengundian 

Nomor Urut;

b. Susunan Acara (Rundown) Pengundian Nomor Urut;

c. Alat dan Tata Cara Pelaksanaan pengundian nomor urut; dan

d. Undangan dan Jumlah Pendukung yang hadir dalam 

pelaksanaan pengundian nomor urut.

2. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan rapat pleno terbuka 

pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang 

telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 9 Juli 2020;

3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor 

urut, bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat 

pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat 

dipertanggung jawabkan, pengambilan nomor urut dan 

penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan 

oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye; Calon membubuhkan 

tanda tangan pada rancangan Daftar Pa

4. Setelah dilaksanakan pengundian Nomor Urut, Pasangan sangan 

Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan 

nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan;

5. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam Daftar 

Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten 

Sukabumi berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;

6. Tata Cara dan Teknis pelaksanaan Pengundian Nomor Urut 

dilaksanakan oleh Kelompok Keija Pendaftaran dan Penetapan 

Pasangan Calon.

C. Pengumuman Pasangan Calon
1. KPU Kabupaten Sukabumi Setelah menetapkan Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati, mengumumkan Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Juli 2020;
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2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU Kabupaten 

Sukabumi dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut;

3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan 

akun media sosial KPU Kabupaten Sukabumi dilaksanakan paling 

lambat 1 (satu) hari setelah Pengundian Nomor Urut;

4. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta pemilihan yang 

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b. Mencetak surat suara;

c. Keperluan kampanye; dan

d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari 

pemungutan suara.

1. Pedoman Teknis pencalonan ini digunakan sebagai pedoman tahapan 

pencalonan.

2. Pelaksanaan pedoman teknis yang bersifat lebih rinci diatur lebih 

lanjut oleh Pokja Pencalonan.

BAB VIII
PENUTUP

Ditetapkan di : Sukabumi 

Pada tanggal : 27 November 2019

Untuk SALINAN yang Sah 
Sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI 
NOMOR : 824/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/2019 
TANGGAL : 27 November 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI 
NOMOR 814/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/ 
X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKABUMI TAHUN 2020

A. SYARAT CALON
1. MODEL BB.l-KWK _________ ______

SURAi pe k In y' A'i'AAN CALON tsuVAiI u AN WAKIL b u paTi
2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN 
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH 
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.l-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG 
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

O  1D  O  TZ T I7rT/’ D A D D A T
0 .  1 V 1 W L / 1 2 J U  U . ^ ~ 1 V V V  I V  X  T U M  W U

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN 
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.3-KWK PARPOL
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI 
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

c; l u n n i r T  n  a . v w j v  p a p p o i

SURAT' PERKATAAN ^KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN 
PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAltlL BUPATI DENGAN 
RPJP DAERAH

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN
1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SIJRAT PENCALONAN PASANGAN CATDN PERSEORANGAN 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN

2. MODEL B.l-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B. 1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISL MISL DAN 
PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAk PEMiLIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN
1. MODEL BA. 1 KWK- PERS EORAN G AN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL 
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN
* » T-* A T T A HTTn/\oii-/ t mr^TmTr a tv n,i^ir iiy/\oi A  T ~ \  Tk CT'KTTnmT̂  A O T/AJL/lVlllN lO 1 mai :\r>T t a t'n a r»i n^n/vL^/ir

DENGAN 
DAN WAKIL

on,rvi i n.
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN 
PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI 
BUPATI
MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI _ 
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP

TERHADAP
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4.

5.

7.

DAN /ATAU DAFTAR PENDUDUK _ POTENSIAL PEMILIH DALAM 
h-HiMiLIHAN BUPATI u AN WAKIL aUPA'l I
f f i n ^ KHAKS r a § ^ s T D . N A S  KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL
BERITA DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERITA BAAc'a RAK PHa1?L ^ N E L IT IA N  FAKTUAL TERHADAP 
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPIRAN MODEL BA. 5 KWK-PERSEORANGAN _ » o » a
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN T I 7 A TZTT

VV rVIAJLJ-/

BUPATI
8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 
TINGKAT KECAMATAN

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN m
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM 
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON 
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 
TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN „  _
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 
TINGKAT KABUPATEN

11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM 
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA
1. MODEL TT.l-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.l-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 
DOKUMEN PERSYARATAN- PENCALONAN DAN_ PERSYARATAN 
CALON uALAIvI f&MILIHAN JBUfAt I dAN WAKIL tfuVAii

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP 
PERBAIKAN-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN 
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN 
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI

F. MASA PERBAIKAN
1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON 

PERSEORANGAN PERBAIKAN
a. MODEL BA. 1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH 
MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM
DXFTUITT T U  A M  IDT T O  A T T  \ J T  A T/TT IDT TTT A 'T 'T
i  m v i i J L / i i i n i ' i  u u i  n u  j _ / m i  r v m u  u v j i  m i

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP 
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN 
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
R T T P T T A  4 P 4 P A  H  ARTI VR'PTE'TW A R I A D M I W T « T P  A RT T R P H A H A P
KESESUAIAN DATA~PENDUKUNG*'PERBAIKKAN DENGAN DAFTAR 
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL 
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL

e MODEL R A 4-KWK PERSEORANGAN PERRATKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN 
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP 
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN
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h.

i.

PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG „BAKAL 
PASANGAN CALON PERSEORANGAN u ALAM ph, mi u  main b u pati

MODEI^BfePKWKTIPERSEORANGAN PERBAIKAN AM
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN 
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN A ___.
LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN 
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU rvn-orvivrt. i /\in 
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL 
PAS ANG ANC AI^N PERS EOR AN GAN DALAM PEMILIHAN BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI DI TINGKATLKECAMATAN 
MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN 
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN 
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

k.
u r  A T/TT D T T D A T T  T\T T T A T A T / A T  A P . I  T P A T F i N
y y f~\ m u i j vj 1 a h  i—/ x i liiyjivri i ivrii-*oi Tltvw r \  \ j ii i; i r\ i i i j  i iii^ vj i\n x XVI i

LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN 
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN 
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL 
PASANGAN CALON

2 FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON 
pp'cxsiroRAMrvAM PB'PBAJKA.N
a. ‘ MODELBTi-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN ^ A„ AI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL 
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

b. MODELER1 ■-KWK^PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF) 
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN 
C AT.O N PERSEORANGAN DALAM PEMTLTHAN RTJPATT DAN 
WAKIL BUPATI

c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN m „ AT^ „
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON 
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI
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SURAT PERNYATAAN 
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI 

SUKABUMI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama ............................................................................

b. NIK ............................................................................

c. Jenis kelamin ............................................................................

d. Pekerjaan : ..........................................................................

e. Tempat dan tanggal : ...................... ............................./.......... tahun

lahir/umur

f. Alamat tempat tinggal:...........................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai 

ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang 

Pencalonan dalam Pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:
*

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon 

Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di 

daerah yang sama;

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon 

Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil 

Walikota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau 

Wakil Bupati Sukabumi.
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B. KHUSUS

Beri 
centang 

pada kolom 
ini

Uraian Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani 
pidana tidak di dalam penjara

Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di 
dalam penjara

Terpidana lain yang menjalani pidana tidak di dalam penjara

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa 
nidananva naline singkat 5 Mima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba 
atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak

Mantan Terpidana yang telah selesai menjedani pidana penjara 
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 
jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar 
narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap 
anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa saya adalah:

a. mantan terpidana; dan

b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

KorVionfi rlori ioKofon ooxro ooKo rroi f"Vn Komi lr MAfolr-il
WV-A VJV/V1XM. 11V11L1 UCUJi JMUtittUl WIU.J «A >̂4 Wi XX M.X f  *1 IA1VU

Gubemur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) 
dari daerah lain.

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa 
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri 
di daerah yang sama.
telah berhenti sebagai Penjabat Gubemur/Penjabat 
Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan 
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota 
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional 
Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
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bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/ Kepala Desa atau 
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak 
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai 
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
t r 1__ a__ itt’ a. i i .1 . a. •% rvrvrr _1 r»r\oxva.uupetLcn/ rvuui scucium pemueiiLUK.ctii rrrv utui rro

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

Yang membuat pernyataan,
Baka] Calon Bupati/W akil 

Bupati)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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MOufiL uu.2 -KwK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
SUKABUMI

A. Data Pribadi

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir
NIK
Usia
Alomof Totnnof Tinarrol

J . IIU.1X1CU. 1

Email
Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan *)

Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin /Pernah Kawin *)

Agama
NPWP
Hobi
Moto Hidup

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal

Jenjang Institusi Tahun (masuk -  lulus)

—

Jenjang Institusi Tahun

C. Pengalaman Pekeijaan **)

Jabatan Institusi m ilanun
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D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan Institusi Tahun

E. Publikasi **)

Judul Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan Institusi Tahun

G. Data Keluarga
------------------------------- -------------------

Hubungan Keluarga
•

Nama Fekeijaan

Istri/Suami
Jumlah Anak
Anak I T T  ...

2. ...
3. d st...

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 
sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh 
KPU Kabupaten Sukabumi.

2020

Yang Membuat pernyataan, 

Calon Bupati/Wakil Bupati

Materai

( )
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Mengetahui ***),

DPC Partai Politik atau sebutan lain/ 

Gabungan DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain 

Kabupaten Sukabumi 

Yang Mengajukan Pasangan Calon 

Partai.......................................

Ketua

Ketua

Sekretaris

@
..........) ( ........................................................ )

Yang Mengajukan Pasangan Calon 

Partai.......................................

0—\ Sekretaris

< c )
..........) ( ........................................................ )

Yang Mengajukan Pasangan Calon 

Partai.......................................

Ketua

( )

Sekretaris

( )

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.
**) dimulai dari tahun yang lebih awal.
***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
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SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA 
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah in i:

a. Nama : .............................................................................

b. NIK : .............................................................................

c. Nomor Pegawai : .............................................................................

d. Jenis kelamin : .............................................................................

e. Tempat dan tanggal : ..................................................../ ............. tahun

lahir/umur

f. Alamat tempat tinggal : ..............................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**) ..........................................  serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

.2020

Keterangan;
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan 

diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**\ ~;uu -

j  p i l i - L l  OCU.CL1J. OCLLUt.
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SURAT PENCALONAN 
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

SUKABUMI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi oleh Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah*) Partai 
.....................................atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi:

1. Partai ................................ dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara*);

2. Partai ............................... dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *);

3. Partai ............................... dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/suara *).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak.........................Kursi/Suara*)

dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten

Sumbawa Barat sebanyak ..........................  kursi atau paling sedikit 25 %

dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten 

Sukabumi sebanyak.......................... suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan 

Undang-Undang Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya.
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DPW/DPD*)/Gabungan DPW/DPD *) 

Kabupaten Sukabumi 

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

( )

Partai

Materai

----- P

Ketua

)

Sekretaris

( )

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

( ....................................) ( ......................................)

Keterang
an:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik.
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KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI...............................................
NOMOR : .............................................

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI SUKABUMI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dan 
berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Sukabumi Partai
............................................... . Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai
........................................... . memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati:

2. Nama Calon Wakil Bupati:

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 
sebagaimana mestinya.

..............................................................................2020

Dewan Pimpinan Pusat 

Partai.............................................

Sekretaris 
Jenderal atau 
sebutan lain*)

(

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

Ketua Umum atau 
Sebutan lain*) Can

)
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SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI 
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) 

DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat

Kabupaten Sukabumi Partai .............................................. atau Gabungan

Partai Politik Kabupaten Sukabumi yang meliputi:

L Partai ............................................................................................. ;dan

2. Partai ............................................................................................ ;dan

3. Partai ................................................................................................

menyatakan:

1 sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon BUPATI dan Wakil 
BUPATI; dan

2 . tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan 
(Model B-KWK PARPOL) atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. ....... ,........ 2020

DPW/DPD/ Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/ Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Sukabumi

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

M 3t9 f3 !

Sekretaris
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Partai

( )

Sekretaris

Partai

( ....................................) ( ......................................>

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik.
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PERNYATAAN KESEPAKATAN 
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

a wr nAc a vr» a v  pat rw  mmA'Pi vI/UAlVIAil A nUAAl\JTXUl V/JTlAiV/ll WVA AAA AZAM WrtAAAW AlUimmjia'T ----n a a
SUKABUMI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

1. Partai.............................................................................................................. ;
2. Partai........................................................................................................ ;dan
3. Partai.............................................................................................................

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Bupati:

2. Nama Calon Wakil Bupati:

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai ketentuan Undang-Undang dan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya.

DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *) / 
Gabungan DPW/DPD atau sebutan lain *) 

Kabupaten Sukabumi 
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

r

Materai Ketua

1\....

Materai
Ketua

t
\ ....

Sekretaris

Partai

(°*)
Sekretaris
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Partai

Ketua Sekretaris

( )

Pasangan Calon

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

( )

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik.
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PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI SUKABUMI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik

Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai ..................................... atau

Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten/Kota*)

...........................................yang meliputi:

1. Partai ....................................................................................................;

2. Partai ..............................................................................................;dan

3. Partai ................................................................................................

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Sukabumi, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya.

9 20....

DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *)/ 

Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Sukabumi

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Materai
Ketua Sekretaris

( ) ( )
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Partai

Materai

(

Ketua

)

Sekretaris

( )

Partai

Materai
Ketua

( )

Sekretaris

( )

Keterangan:
1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik.
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SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :
1. Nama Calon Bupati:

2. Nama Calon Wakil Bupati:

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi dengan jumlah pendukung .......................  orang

(..........%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ...........  (......%) Kecamatan*)

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara 

rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari 

KPU Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya.

............,.........................20....

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai________
( . . . . ...... ) (................................. ....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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MODEL B.l-KWK 
PERSEORANGAN

— ^

'l— — ^
“KTP Pendukung ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela 

mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat 

Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya 

bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu 

dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang Membuat Pernyataan,

( ............................................................. )

Keterangan :
*) Pilih salah satu.
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MODEL B.i-KWK FEKSEOKANoAN 
(KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON 
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKABUMI TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

T -
m„ 1 Jenis RT/ Tempat

Belum/
Sudah/ TTD/

C a n
K > m n in juanir Kawin

(B/S/P)
Jempol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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No
Jeni

Nama NIK s
' RT

£

..

Temp
at

Tang
gal

Belu
m/

Suda
h7

TTD/
Cap

Jemo
Ket.

dan
seterusny
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung 

pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 

Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati:

3

2. Calon Wakil Bupati:

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas 

kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami 

bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



r MODEL B.'Z-RWK 
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

SUKABUMI TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak.................orang;

2. Jumlah Kecamatan sebanyak 47 Kecamatan;

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten sebanyak .............. orang dan .......... Kecamatan;

4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan ............  orang

( ......% );

5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ..............

Kecamatan atau setara dengan (........%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No
Kecamatan Kelurahan / Desa

1 2 3 4
1 1..................... 1..................... ..................... orang

2..................... ..................... orang
3. dst................. ..................... orang

2..................... 1..................... ..................... orang
2..................... ..................... orang
3. dst................. ..................... orang

~37clst.............. 1..................... ..................... orang
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2...................... ..................... orang

3. dst................. ..................... orang

2 1...................... 1...................... ..................... orang
2...................... ..................... orang
3. dst................. ..................... orang

2...................... 1...................... ..................... orang
2...................... ..................... orang
3. dst................. ..................... orang

3. dst.............. 1...................... ..................... orang
2...................... ..................... orang
3. dst................. ..................... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan 

sebagaimana mestinya.

Calon Bupati

Materai

( ......................................................... )

Calon Wakil Bupati

( )

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
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PERSEORANGAN

' L =J

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah in i: 

Nama Calon Bupati:

Nama Calon Wakil Bupati:

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon 

Perseorangan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi, telah sesuai 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya.

> 20....

Materai

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

( )

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN 

DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini .............  tanggal ...............  bulan ..............  Tahun dua
ribu .....................  bertempat di ................ . KPU Kabupaten Sukabumi
telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan 
Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Sukabumi, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon 
Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang 

terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.l-KWK 

Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.l-KWK 

Perseorangan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang 

terdapat dalam softcopy formulir Model B. 1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran 
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.l-
KWK Perseorangan sebanyak...... orang dan tersebar d i .....................%
Kecamatan di Kabupaten Sukabumi atau sebanyak........................
Kecamatan, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari *) 
jumlah minimal dan sebaran dukungan.
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2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari 
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.l-KWK Perseorangan sebanyak ........  pendukung, serta
dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal 

dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.l-

KWK Perseorangan sebanyak...... orang dan tersebar d i .....................%
Kecamatan di Kabupaten Sukabumi atau sebanyak ........................
Kecamatan.

Berdasakan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2,
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi
Syarat/Tidak Mememuhi Syarat *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten
n.,1 — i-------------------ouiu&Duiiii.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Sukabumi;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sukabumi

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

-5V/ • A ri fYfrrxto

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu;
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PERSEORANGAN
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA 

PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini .............  tanggal ...............  bulan ..............  Tahun dua
ribu .....................  bertempat di ................ , KPU Kabupaten Sukabumi
telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data 
pendukung dengan bukti pemyatan dukungan dalam pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Sukabumi, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pemyatan dukungan, KPU
Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis 

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir 

Model B.l-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan 

catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi 

PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat 
usia pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pemyatan dukungan tersebut di 
atas sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.l KWK PERSEORANGAN

Awal m s TMS
m m  ■ 1 roi j _ _

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana
___ i____ 4. ___ i ~  i ^ i _____ / o \  j :  ~  — : .i c u j c u u i  j je u ia  jv u iu i i i  j L a u c i  u i  a i a o ,  d iic u v c iiv c u i v c iim v t u s i .

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing- 
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. i (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwasiu Kabupaten Sukabumi
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sukabumi.

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 . Ketua

O  ^. A ■*-*i m g g u L a

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA 

PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR 
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini .............  tanggal ...............  bulan ..............  Tahun dua
ribu .....................  bertempat di ................ , KPU Kabupaten Sukabumi telah
melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan 
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau 
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Sukabumi, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan 
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau 
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten 
Sukabumi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model 
B.l-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau 
Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut ui atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak.............
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar 
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan 
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 
dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- 
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten 
Sukabumi.
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Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi 

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sukabumi.

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 . Ketua

2. Anggota

n r -w •
A n nrrrrvf o± Ul^V/

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan:

*) Pilih salah satu;
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MODEL BA.3.1-KWK 
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini .............  tanggal ...............  bulan ..............  Tahun dua
ribu .....................  bertempat di........................ . Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi telah melakukan penelitian kesesuaian 
antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam 
DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

No Uraian Jumlah

1 Jumlah Pendukung yang status kependudukannya 
benar.

2 Jumlah Pendukung yang status kependudukannya 
tidak benar.

3 Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan 
status kependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing- 
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten, dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
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.............................. ...................................

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sukabumi

( )

Keterangan:

*) Pilih salah satu.
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r ~ MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

l — - J

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN 

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini .............  tanggal ...............  bulan ..............  Tahun dua
ribu .....................  bertempat di........................ , KPU Kabupaten
Sukabumi telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan 
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon 
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) 
Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan 
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA. 1 KWK 
Perseorangan), sebagai berikut:

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No ------------------------------TT-- i 1------------------------

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) 
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model 
BA.2-KWK Perseorangan.

oSmt PortHnlnmrr \ronrt momKoril/on Hiil/iineron loVu'Vt rlori 1-L V l lU .U lV M l l g i  J  k U A g  i i l V l l l W V l  U V lA i l  V* 1V U 111 VLMJL A -A

(satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon 
perseorangan dan dukungan tersebut harus 
dihitung 1 (satu) dukungan.
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada 
lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara 
tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan 
verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang 
dinyalakan memenuhi syarat selelah dikurangi 

jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 
(satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan 
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU 
Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 1 (satu) rangkap 

disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan :

*) Plih salah satu.
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( T MOliH/L bA.o-KWK 
PERSEORANGAN

—̂ —

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN 

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020 
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini .............  tanggal ...............  bulan ..............  tahun dua
ribu ..................... bertempat d i ................... Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil 
penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut:

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan 
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan 
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung 
bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah 
desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk 
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak 
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti 
kebenaran dukungan;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya 
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak 
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut 
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas 
akhir verifikasi faktual;

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya 
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan 
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
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Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian Faktual

UUiMMAAi .

MS TMS TIDAK DAPAT DITEMUI
(D (2) 1̂1

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana 
tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal 
Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakai Pasangan Calon untuk 
dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang 
bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil 
penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana 
tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor 
PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil 
penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf 

B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut:
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KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian MS TMS

(1) (2) (3)

Jumlah keseluruhan hasil 
penelitian faktual

Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) 
Tabel B + Kolom (1) Tabel C

Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) 
Tabel B + Kolom (2) Tabel C + 

Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing 

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal

pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

O A v»i uigguta

3. Anggota

Keterangan:

*) Pilih salah satu.
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

n m v T T  t t t  a  «▼ n r m « m T  r\  «  wr m u  t / t t  n v m  «  m v  a  m  a  t t t t w  a a a arbiMibumn ournit u a i i  wmuLi ournu ouiuiouuu innuu

Yang bertanda tangan di bawah in i:

a. Nama : ...............

b. Nomor KTP/NIK : ..............

c. Alamat : ...............

d. TTL/Umur : ......................................................./ ............. tahun

e. Jenis Kelamin : ............................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah 

mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan 

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, 

atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada 

Surat Pernyataan ini.

Yang membuat pernyataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

( )
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Muu&L uA.6-h.w k  
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN 
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020 
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari in i............. tanggal.................bulan...............  Tahun dua ribu
.....................  bertempat di ............................ . PPK .......................  telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berdasarkan hasil 
penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Bupati:

2. Bakal calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ............................  telah melakukan
kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat 
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh 
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan 
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari 
pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
□  PPK menerima dan melakukan pembetulan.
□  Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta 
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat 
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir 
Model BA. 6 KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang 
telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



HASIL RAPAT PLENO RE1SAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL C^kLON PERSEORANGAN DI
TINGKAT KECAMATAN

TABEL I

NO URAIAN DESA..... DESA..... DESA....... DESA..... DESA..... DESA..... DESA Dst. JUMLAH
1 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon 

Perseorangan yang memenuhi syarat 
berdasarkiin hasil penelitian faktual oleh 
PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah 
akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada 
Formulir Model BA.5KWK Perseorangan 
untuk setiap desa.

2 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon 
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi 
syarat karena adanya keberatan dan 
dilakukan pembetulan oleh PPK.

3 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon 
Perseorangan yang clicoret dan tidak 
memenuhi syarat karena adanya keberatan 
dan dilakukan pembetukin oleh PPK.

4 Jumlah pendukung Baikal Pasangan calon 
Perseorangan has:il rekapitulasi 
dukungan tingkat kecamatan yang 
dinyatakan memenuhi syarat.
((No.l+No.2) - No.3)
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, 
jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi 
dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 
...................orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing- 
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

OS5 
h

NAMA JABATAN
Ketua

TANDA TANGAN

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan ;

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
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PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES 
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Kecamatan ..................................................... di
Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat telah teijadi/tidak terjadi *) kejadian khusus 
dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan*) :

............ ....................... 20

BAKAL PASANGAN CALON/TIM 

BAKAL PASANGAN CALON *)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat

l/phprafon H o W RoVol Poconoron Palon Pproporonaan /Tim Ral/ol Pocanoran PalnnIk V W X  U V U l UVAXUAA A W U U  i i  A VA WVWA IAAAJjUIA ̂  AAAAA A^VUUAA A UUUAA^VUA \̂ \AXV/AX

Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.
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PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKABUMI TAHUN2000 
DI TINGKAT KABUPATEN

Pada hari in i............ tanggal............... bulan..............  Tahun dua ribu..................
bertempat di ........................... KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan rapat pleno
rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 
Sukabumi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan 
Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sukabumi
telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota 
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana 
tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim 
penghubung/ Panwaslu Kabupaten / Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
□  KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

T iH o l r Hanoi HihnVtiVan V p h p n a r a n n u aW*. H a t i  R a l/ a l c a l o n  a l o n  T i m

Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir 
Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7- 
KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil

rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:
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HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
............................................................... .......................................................  *)

TAB EL I

NO URAIAN KEC....... KEC....... KEC....... KEC....... KEC* ••«••• KEC....... KEC. Dst. JUMLAH
1 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon 

Perseorangan yang memenuhi syarat 
berdasarksm hasil rekapitulasi dukungan di 
tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum 
dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir 
Model BA..6-KWK Perseorangan dikurangi 
dengan dukungan yang dinyatakan Tidak 
Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi 
dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dfiri setiap 
kecamatan.
Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS 
Dukcapil

•

2 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon 
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi 
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan 
pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon 
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi 
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan 
pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon 
Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan 
tingkat Kabupaten/Kota.
((No.l+No.2) - No.3)
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung 
Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang 
dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak................. orang.
Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dukungan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak

...............pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua)
kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak.......... pendukung.

3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan

sebanyak................ Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap 
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai 
dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2 . Anggota
oO. Anggota

4. Anggota
5. Anggota

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
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r Lampiran MUUKL
BA.7-KWK

PERSEORANGAN
L J )

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
D r V A D T T T T T  A O T  T \ !T V T T W / 1 A V  D A V A T  D A O A V / 1 A W  P  A T  A W  D P D Q V A D  A W A  A «J

Jh A MIAWJh WMV11VUJU1 A IMMAirUiUl X/AAMS/A* A JWAWWVAUUIVUAAI

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat telah teijadi/tidak 
terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

............ , .....................  20

BAKAL PASANGAN CALON/TIM 

BAKAL PASANGAN CALON *)

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SUKABUMI 

KETUA

Keterangan:
*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila 

tcrdspst kcbcrstwii dsiri Bsksl pocotigon Cslon Pcrscorsngsn/Tim Bsicsl P3.ssLn.53x1 Cslon 
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
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Mu u k L bA. i-KwK 
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN 

PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

TAHUN 2020

Pada hari ini ............  tanggal .............. bulan .............  Tahun dua ribu
...................  bertempat di .............. . KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan dalam pemilihan BUPATI dan Wakil BUPATI Sukabumi, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan, KPU Kabupaten atau KPU Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai 
berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat 
dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.l-KWK Perseorangan Perbaikan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.l-KWK Perseorangan 
Perbaikan.

C. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat 
dalam softcopy formulir Model B.l-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 
di tingkat KPU Kabupaten jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-
KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak .............  pendukung dan tersebar
d i.............. kabupaten/koia~ j.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran 
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



2

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B. 1- KWK
Perseorangan Perbaikan sebanyak ... orang dan tersebar di ..................  %
Kecamatan di Kabupaten Sukabumi atau sebanyak.......................  i\.eccimaLcui, oc* i.a
dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah kekurangan dan sebaran 
dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas 
Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.l-KWK
Perseorangan Perbaikan sebanyak ........ pendukung,*), serta dinyatakan kurang
dari/ sama dengan/ lebih dari*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.l-KWK
Perseorangan Perbaikan sebanyak . orang dan tersebar di ................... %
Kecamatan di Kabupaten Sukabumi atau sebanyak.......................Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan 
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing 
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten atau KPU
Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2 . Anggota

3. Amnrnta---oo---

4. Anggota

5. Anggota

n.c ic i auKau l

j Pilih salah satu;
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BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG 

PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini ............  tanggal .............. bulan .............  Tahun dua ribu
...................  bertempat di .............. , KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti 
pemyatan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, atas 
nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pemyatan dukungan perbaikan, KPU
Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat 
dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B. 1-KWK Perseorangan 
Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang 
diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia 
pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan 
Calon Perseorangan dengan bukti pemyatan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai 
berikut:

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.l-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Aural 818®
Jumlah

MS
—

(D (2) (3)

__________________________ Z !

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2 . kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing 
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2 . Anggota

3. Anggota

A"T. rviigguud.

5. Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
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r NIODKJL uA.3-h.wK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

L

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG 
PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK 

POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini ............  tanggal .............. bulan .............  Tahun dua ribu
...................  bertempat di .............. . KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon 
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan 
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar 
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten melakukan kegiatan 
verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.l-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar
nAmiliV» fofor» r\o rl o  pCXViU. D o m iliV io n  T o r o lrV iir  r lo n  / o fm i x V / iiiim iu ii x v i  cu.vxiix utuxy u.tu.u nonrln/lnlr r\A+onoio1£>VSlVsJ.XvJACU

pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ...........  orang
yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. 
Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum 
dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing 
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.
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Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten atau Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anprprnta---oo---

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan:

') Pilih salah satu;
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BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ...........  tanggal .............  bulan ............  Tahun dua ribu
................... bertempat di...................... , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sukabumi telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan 
yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan 
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi atas 
nama:

1. Calon BUPATI:

2. Calon Wakil BUPATI :

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam 
DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

No Uraian Jumlah

1 Jumlah Pendukung 
kependudukannya benar.

Perbaikan yang status

2 Jumlah Pendukung Perbaikan
IrAnon^n^iilrnrtrtTm tirlolr Kor»nr

UXMX1XA1JT U. UUUli UV/11IA1 .

yang status

3 Jumlah Pendukung Perbaikan yang 
dinyatakan status kependudukannya.

tidak dapat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing 
rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Sukabumi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....................................... 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sukabumi

( )
Keterangan :
j r  mu saian satu.
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6f MODEL BA.4-KWK 
PERSEORANGAN 

PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN 

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini ............  tanggal .............. bulan .............  Tahun dua ribu
...................  bertempat di...................... . KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan
verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan 
Wakil Bupati Sukabumi atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan 
Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan 
Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon 
perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA. 1 KWK Perseorangan), sebagai 
berikut:

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

TTraloo Jumlah

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) 
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK 
Perseorangan.

9 Pendnknnj» van? memberikan dukungan lebih dari 1 fsatnl kaliO J •' O " •" ■" — -- (J' - - .... y--------------p

kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan 
tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 
(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan 
mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status 
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada 
pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi 
syarat

5 Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada 
pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat

6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan 
memenuhi syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan masing- 
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU 

Kabupaten / Kota*);

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan;

*) Plih salah satu.
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BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON 

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

TAHUN 2020

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini .............  tanggal ...............  bulan ..............  tahun dua
ribu ..................... bertempat d i ................... Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan 
dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon 
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas 
nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan 
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah 
desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk 
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya 
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir 
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir 
verfikasi faktual;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya 
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan 
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya 
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan 
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
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Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian Faktual

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana 
tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk 
dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan 
tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel 
Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

„  . ___UlttUUl “ °
(1) (2) (3)

Jumlah keseluruhan hasil 
penelitian faktual

Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) 
Tabel B

Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) 
Tabel B + Kolom (3) Tabel B
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing 

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal

pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 . Ketua

OA l. A n  rrrrr\+n  1

3. Anggota

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



LAxdriKAN muuisL bA.o-Kwk. 
PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
SUKABUMI TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama : ......

b. Nomor KTP/NIK : .............

c. Alamat : ......

d. TTL/Umur : ................................................. / ............tahun

e. Jenis Kelamin : .....................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tid a k  p ern a h  m en duk un g  dalam 
bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dan bersed ia /tid a k  bersed ia *) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat 
Pernyataan ini.

........... .................. 20....

Yang membuat pernyataan

Keteraiiiittii;
*) Pilih salah satu.

(
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MOutiL ISA.6-KWK 
PERSEORANGAN PERBAIKAN

s ^

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

TAHUN 2020 
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari in i............tanggal...............bulan..............  Tahun dua ribu..... bertempat
di ........................... PPK .....................  telah melakukan rapat pleno rekapitulasi
dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen 
dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di 
tingkat kecamatan, PPK .......................... telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan 
berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan 
hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana 
tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan Calon/tim 
penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **): 
n PPK menerima dan melakukan pembetulan.
□  Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim 

Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi 
Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 
KWK—Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di 
tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, 
sebagai berikut:
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Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung 
Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan
memenuhi syarat adalah sebanyak......orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap 
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan;

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
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(( 8BaâLAMPIkAN MOu l L bA.o-Kw a
PERSEORANGAN PERBAIKAN

 ̂ 4

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES 
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

TAHUN 2020 
DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Kecamatan .....................................  di
Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat telah teijadi/tidak teijadi *) kejadian khusus 
dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan *) :

BAKAL PASANGAN CALON/TIM 

BAKAL PASANGAN CALON *)

....... ,.............  20..
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA

Keterangan:

*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat 

keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.
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MOLMJiLt M . Y - K W K

PERSEORANGAN PERBAIKAN
i  J

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON 
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUM

TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari in i............tanggal............... bulan..............  Tahun dua ribu..................
bertempat di .........................., KPU Kabupaten/Kota
.....................  telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berdasarkan hasil 
rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon 
Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU 
Kabupaten Sukabumi telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat 
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan 
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan 
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*} keberatan dari Pasangan Calon/tim 
penghubung/ Panwaslu Kabupaten/ Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
□  KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
n Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung 

tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir 
Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7- 
KWK-Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di 
tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh 
PPK, sebagai berikut:
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TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

.................................. .......................................................................... *)

NO URAIAN KEC....... KEC....... KEC....... KEC....... KEC. ...... KEC....... KEC. Dst. JUMLAH
1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon 

Perseorangan yang memenuhi syarat 
berdasarkiin hasil rekapitulasi dukungan 
perbaikan di tingkat Kecamatan sebtigaimana 
tercantum dalam Tabel 1 kolom jumlah angka 4 
Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan 
Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang 
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 
berdasarkan hasil koordinasi dengan 
Disdukcapil (TMS Dukcapil) dari setiap 
kecamatan.
Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur tidsik perlu dikuningi TMS

•

2 Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon 
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi 
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan 
pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3 Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon 
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi 
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan 
pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4 Jumlah pendukung perbaikan pasangan 
calon Perseorangan hasil rekapitulasi 
dukungan tingkat Kabupaten/Kota. 
((No.l+No.2) - No.3)

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Bakal 
Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang 
dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak.....orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, dukungan Bakal Pasangan 
Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No Uraian Jumlah Dukungan Jumlah Sebaran
1 Pendukung yang Memenuhi 

Syarat Berdasarkan Hasil 
Rekapitulasi Dukungan Paslon 
Perseorangan

2 Pendukung yang Memenuhi 
Syarat Berdasarkan Hasil 
Rekapitulasi Dukungan 
Perbaikan Paslon Perseorangan

3 Pendukung yang Memenuhi 
Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap 
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan 

pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan:

*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
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PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES 
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON 

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA *)

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa 
Barat telah teijadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh 
Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

BAKAL PASANGAN CALON/TIM 

BAKAL PASANGAN CALON *)

........ ....................... 20

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN/KOTA *)

KETUA

Keterangan:
*) Coret yang tidak Perlu.

______J _ .4______ Tr.i_____Trrvr i r  _ j._ J ____ _____1_ ;i _) rvcjciuicui iviiUsus uiucucti uari uUariuaiarigarii uicri ivciua ivrU ivabupatcri/ivOut, uari apauiia
terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan 
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon 
Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
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TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI

Bahwa pada hari............tanggal.........bulan...........tahun ...................., telah diterima
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati:

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfUe yang akan diperiksa dan akan 
dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana teriampir.

Yang Menyerahkan,

(.............................................)
Nama lengkap dan tanda tangan

Yang Menerima,

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*) pilih salah satu
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LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN 
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

LAMPIRAN 
MODEL TT.l-KWK

1. Identitas Bakal Calon BUPATI:
Nama : ............................
Alamat : ............................
Nomor Telp. : ............................

2. Identitas Bakal Calon Wakil BUPATI:
Nama : ............................
Alamat :............. ................
Nomor Telp. :.............................

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari : ............ ................
Tfinggal : ............ ................
Pukul : ............................

(Nomor 4 diisi apabila. Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Peirtai Politik atau Gabungan P;artai Politik **) pengusul:

NO
P A R T A I

P O L IT IK

A L A M A T  K A N T O R  

D EW AN  P IM P IN A N  

P A R T A I P O L IT IK

N O M O R  TE LE PO N  

K A N T O R  DEW AN 

P IM P IN A N  P A R T A I 

P O L IT IK

N O M O R  &  TA N G G A L  KEPU TU SA N  I1 M P IN A N  P A R T  A  

P O L IT IK  T IN G K A T  P U S A T  D AN /A” A U  K E PU TU SA N  

P IM P IN A N  P A R T A I P O L IT IK  T IN G K A T  P R O V IN S I 

TE N TA N G  K E  ’ ENGURUSAN P A  RTAI P O L IT IK  1 1

N O M O R  k  T A N G G A L  KEPU TU SA N  

P IM P IN A N  P A R T A I P O L IT IK  T IN G K A T  

PU S A T  T E N T A N G  PE R SE TU JU A N  B A K A L 

PA S A N G A N  C ALO N

1

2

3
4

5
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2

A. SYARAT PENCALONAN

NO JENIS DOKUMEN

: :

, PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABS AHAN
TIDAK
ADA

MEME1TOHI
SYARAT

TIDAK

SYARAT
kl PARTAI POLITIK

2
Model E? KWK-Parpol
Model EU KWK-Parpol

3
4

Model B.2 KWK-Parpol
Model B.3 KWK-Parpol
Model El.4 KWK-Parpol (Keabsahan 

dokumen diteliti 
pada masa 
verifikasi)______

Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 
sesuai tingkatannya
Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam 
pendaftaran pasangan calon
Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang 
pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan 
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat 
kabupaten/kota 
DARI PJSRSEORV
BA.7-KWK Perseorang;an/BA.8-KWK Perseorangan
Model El KWK - Perseorangan
Model El.3 KWK-Perseorangan (Keabsahan 

dokumen diteliti 
pada masa 
verifikasi)______

B. SYARAT C\LON
L  CALON BUPATI :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMEMKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1. Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 
Kabupaten/Kota.
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4. Surat keterangan tidak pernah sebsigai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkelcuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon

5. Bagi Elakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional
b. Salinan putusan aengadilan yar.g telah berkekuatan hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

berdasarkan Dutusan Deneadilan vans telah berkekuatan hukum tetar).
6. Bagi Elakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 

tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 

pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap _

7. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana 
penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar 

lokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 

neiaku keiahatan vane berulang dari Kenolisian sesuai tinekatannva.
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 

pejTnasyarakatan
d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

me njelang bebas dari kepala badan pemasyareikatan, dalam .ial Bakal Calon mendapat 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap
b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya
10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara clari Komisi 

Pemberantasan Korupsi
11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 
terdaftar sebagai wajib pajak:
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a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 
menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang
16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
17. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
18. Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1. Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 
Kabupaten/ Kota.

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

berdasarkan Dutusan Dengadilan vang telah berkekuatan hukum tetan.
6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 

tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhadap anak:
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a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 
pemasyarakatan

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana 
penjaia tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik sec:ara terbuka dan jujur pada surat kabar 

lolial atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 

pelaku keiahatan vans berulam: dari Keoolisian__sesuai tingkatannya.
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 

pennasyarakatan
d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarcikatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas_____________________

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
8. Surat keterangan d aid pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa: ___
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secsra perseorangan dan/atau secara badan 
hu kum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

10.

I T T

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi
Surat keterangan tid ak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatsm hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 
terdaftar sebagai wajib pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir a tau sejak calon 
menjadi wajib pajak ___________  ______  _____

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, pemjabat Bupati atau penjabat

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang_________________________________________________________________________

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pac a Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

17. Dfiftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
18. Fc to Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

Keteranga n :
*) Pilih salah satu.

20

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua / Anggota KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan *)

( ) I )
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TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
Durnii ouiuiDumi

Bahwa pada hari ...........  tanggal .......  bulan........  tahun
........................ , telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati:

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa dan akan 
dicatat dalam Lampiran landa Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakii 
Bupati sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan,

(.............................................)
Nama lengkap dan tanda tangan

Yang Menerima,

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan: 
*)pilih salah satu
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LAMPIR.\N TANDA TERIMA PERBAIKAN 
BAKAL PASANGAN C/JON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

( f -----
LAMPIRAN

— vl

MODEL TT.2-KWK
Vs—— --- ”

1. Identitas Bakal Calon Bupati:
Nama :...............................
Alamat : ...............................
Nomor Telp. : ...............................

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:
Nama : ...............................
Alamat :...............................
Nomor Telp. :............. .................

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan Hari

Ttmggal
Pukul

A. SYARAT PENCALONAN

POLITIK

JENIS DOKUMEN
t[ASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
ADA TIDAK

ADA
MEMENUHI

SYARAT
TIDAK 

MEMENUHI 
____ SYARAT ------

Model B.4 KWK-Parpol

Keputusan tentaig Kepengurusan Partai Politik 
sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan

(Keatisahan 
dokumen diteliti 
pada masa
verifikasi)______
Digunakan 
sebagai dasarjdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



kepengurusan setelah pendaftaran untuk 
melakukan 
koordinasi dalam 
proses 
pencalonan

CALON DARI PERSEORANGAN
1 Model B. 1 KWK-Perseorangan Perbaikan Penelitian 

dilakukan pada 
masa verifikasi 
administrasi dan 
faktual

2 Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan Penelitian 
dilakukan pada 
masa verifikasi 
administrasi dan 
faktual

3 Model B.3 KWK-Perseorangan (Keabsahan 
dokumen diteliti 
pada masa 
verifikasi)

B. SYARAT CALON
1. CALON BUPATI:

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1. Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 
Kabupaten/ Kota.

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

berdasarkan Dutusan Deneadilan vans telah berkekuatan hukum tetaD.
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6. Bagi Elakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwfil pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 

pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

7. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana 
penjaia tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:
a. Bu kti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar 

lokal atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Baka1 Calon yang bersangkutan bukan sebagai 

nelaku keiahatan vane herulann dari Kenolisian sesuai tinekutannva.
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 

permasyarakatan
d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

me njelang bebas dari kepala badan pemasyaraikatan, dalam lal Bakal Calon mendapat 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap
b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya
10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara clari Komisi 

Pemberantasan Korupsi
11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatam hukum tetap dari pengadikin niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 
terdaftar sebagai wajib pajak:

■

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 
menjadi wajib pajak

c. Tarida bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
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13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang
16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
17. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
18. Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

keterangan:
*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1. Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 
Kabupaten / Kota.

4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

berdasarkan DUtusan Deneadilan vane telah berkekuatan hukum tetaD.
6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 

tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau 
kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 

pemasyarakatan
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b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
7. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana 

penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:

■

a. Bu kti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar 
lokal atau nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 
nelaku keiahatan vane berulam: dari Kenolisian sesuai tinekatannva.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga 
pennasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
me njelang bebas dari kepala badan pemasyaraikatan, dalam lal Bakal Calon mendapat 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa: ..... —

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secera perseorangan dan/atau secara badan 
hu kum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tid ak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatsm hukum tetap dari pengadihm niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 
terdaftar sebagai wajib pajak:

■

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW P) atas nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir a tau sejak calon 
menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang
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16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pac a Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

17. Dfiftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
18. Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

Keteranga n :
*) Pilih salah, satu.

20

Yang Menyerahkan
Tiru Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua / Anggota KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan *|

( ) ( )
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MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI 

SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini ............  tanggal .............. bulan .............  Tahun dua ribu
...................  bertempat di.......................  KPU Kabupaten Sukabumi telah
melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan 
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 
atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan 
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel 
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap 
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Ammntfl---oo---

5. Anggota

Keterangan :

*) pilih salah satu
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LAMPIRAN 
MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN BERITA AC/kRA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DikLAM PEMILIHAN BUPATI D)kN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyfjatan pencalonan dan persyaratan calon clalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas: 

h ama Bakal Calon Bupati:

h ama Bakal Cal on Wakil Bupaiti:

sebagai berikut:

A. SYARAT PENCALONAN

JENIS DOKUMEN
HASH, PENELITIAN KELI1NGKAPAN DAN KEABS AHAN KE'rADA TID1

K
k MEMENU

HI
SYARAT___

TIDAK
MEMENUH
USYARA3L

. ____________ CALON DARI PARTAI POI'ITIK 'i
i Model B.4 KWK-Parpol
2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 

sesuai tingkatannya dalam hal teijadi perubahan 
kepengurusan setelah pendaftaran

C ALON DARI PERSEORANGAN
1 Model E!.3 KWK-Perseorangan
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B. SYARAT CALON
1. CALON BUPATI:

NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

KET

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
1. Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila 

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana 

tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa 
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar 
narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap
Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana 
yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi 
belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 
sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan 
terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:
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a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon 
yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan lelah selesai menjalani pembebasan 
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari 
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau 
cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap

8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang

. - ■ ;

a. tkkik sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadibin yang telah mempunyai kekuatan

b. tidfik sedang memiliki tanggungan hutang secara 
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan 
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan

10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib 
pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas 

nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Waj ib Pajak Orang Pribadi 
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi 
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat 
Bupati atau penjabat Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
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15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang 
telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu 
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

17. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, 
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

18. Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 

lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan 

huruf c
Keterangan :
*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

KET

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
1. Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila 

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 
menjalani pidana dalam penjara:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana 
tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.
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Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa 
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar 
narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 

dari kepala lembaga pemasyarakatan
putusan pengadilem yang telah berkekuatan hukum 
tetap

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana 
yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi 
belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 
sebelum jadwal pendaftaran dan bu kan mantan 
terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon 
yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan 
bersyarat, cuti bersyarat atau cu ti menjelang bebas dari 
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau 
cuti menjelang bebas
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap —  

_________
8 . Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang_______
a. tidfik sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadiliun yang telah mempunyai kekuatan

___

b. tidftk sedang memiliki tanggungan hutang secara 
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan 
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan

10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidek sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yaig telah mempunyai

12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib 
pajak:

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas 
naima calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun

c. Tanda bukti tidal: mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi 
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat 
Bupati atau penjabat Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang 

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
16. Nask;ih visi, misi dai program Passmgan Calon mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
17. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, 

kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
18. Foto Terbaru . . .

a. Psls Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pais Foto Hitam l’utih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar
c. Foto calon ukuram 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 

lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan 

huruf c
Keterangan :
*l Pilih sal.'ih satu.

20

Yang Menyeralikan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan *)
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MOuuL U A . t l f  
PERBAIKAN -KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Pada hari ini ............  tanggal .............. bulan .............  Tahun dua ribu
...................  bertempat di...................... , KPU Kabupaten Kabupaten Sukabumi teiah
melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan 
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati Dan Wakil Bupati 
Sukabumi atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan 
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan 
dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap 
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan * *)

KPU Kabupaten Sukabumi

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan;

*) pilih salah satu
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f =
LAMPIRAN

MODEL BA.HP 
PERBAIKAN-KWK

L = J '

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas: 

Kama Bakal Calon Bupati:

h ama Bakal Cal on Wakil Bupati:

sebagai berikut:

A. SYARAT PENCALONAN

JENIS DOKUMEN

CALON

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT

1 Model E1.4 KWK-Parpol
2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 

sesuai tingkatannya dalam hal teijadi perubahan 
kepengurusan setelah pendaftaran

CALO
“ S

N DARI PERSEORANGAN
Model E!.3 KWK-Perseorangan
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B. SYARAT CALON
1. CALON BUPATI:

NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

KET

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
1. Model BB.l KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila 

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional
b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana 

tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.

6. Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa 
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar 
narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap
Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana 
yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi 
belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 
sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan 
terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:
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a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon 
yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 
dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan 
bersyarat, cuti bersyarat atau cu ti menjelang bebas dari 
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau 
cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap

8. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
a. tidfik sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
b. tidfik sedang memiliki tanggungan hutang secara 

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan 

Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan 

penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan yaig telah mempunyai
12. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib 
pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas 

nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi 
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat 
Bupati atau penjabat Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
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15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang 
telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu 
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

17. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, 
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

18. Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 

lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan 

huruf c
Keterangan :
*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

KET

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
1. Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila 

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 
menjalani pidana dalam penjara:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana 
tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.
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6 . Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa 
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal 
pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar 
narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:
a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. putusan pengadilem yang telah berkekuatan hukum 

tetap
Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana 
yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi 
belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 
sebelum jadwal pendaftaran dan bu kan mantan 
terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual 
terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 
nasional
surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon 
yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara 
dari kepala lembaga permasyarakatan
surat keterangan l elah selesai menjalani pembebasan 
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari 
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau 
cuti menjelang bebas
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap

8 . Surat keterangan dari pengadilan ne geri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang

tidsik sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
putusan pengadiliun yang telah mempunyai kekuatan

_ — _ _ ___

b. tidfik sedang memiliki tanggungan hutang secara 
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

9. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan 
Bakal Calon pemah/tidak pernah melakukan perbuatan

10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

11. Surat keterangan tidek sedang dinyatakan pailit 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

12. Dokumen yang dikelu arkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib 
pajak:
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a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) atas 
neima calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun

c. Taida bukti tidal: mempunyai tunggakan pajak
13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi 
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernu r, penjabat 
Bupa ti atau penjabat Walikota

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang 

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
16. Naskah visi, misi dai program Pasangan Calon mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
17. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, 

kabupaten/kota, dai/atau kecamatan
18. Foto Terbaru 1 _______

a. P els Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. P els Foto Hitam I*utih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar
c. Foto calon ukursm 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 

lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan 

huruf c
Keterangan :
*l Pilih salah satu.
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Yang Menyerahkan Yang Menerima
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) Ketua / Anggota KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan *)

(..................................................................................... ) i ......................................................................................)
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“KTP Pendukung ditempel di sini”

MODEL B. 1-KWK 
PERSEORANGAN

PERBAIKAN
v _ - J

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020 TAHAPAN

PERBAIKAN

Kelurahan / Desa*) : Kabupaten / Kota*)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama
2. NIK
3. Jenis Kelamin
A  A  1 -----------------4-
‘ T . n i c U l lc t L

5. RT/RW
6. Tempat Lahir
7. Tanggal Lahir
8. Pekerjaan
9. Status Perkawinan Belum Kawin/Sudah Kawin/ Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela 

mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, atas nama:

3. Calon Bupati:

4. Calon Wakil Bupati:

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat 

Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya 

bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu 

dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang Membuat Pernyataan,

( )

Keterangan ;
*) Pilih salah satu. jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



f MODEL B. i-KWK 
PERSEORANGAN KOLEKTIF 

PERBAIKAN
J

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON 
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

No Nama NIK Jenis
Kelamin Alamat RT/

RW
Tempat
Lahir

Tangg
al

Belnm/
Sudah/
Pernah

TTD/
Cap Ket.

' ' ' ‘s.- <•!
V r - > 'y L.amr (B/S/P)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li
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2

No Nama

-----------1------------
Jenis 

NIK Kelamin
! RT/ 

Alamat RW
_Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

tseium/
Sudah/
Pernah

TTD/
Cap Ket.

l i i i i i
Kawin
(B/S/P)

Jempol
t- B I

dan seterusnya....
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan 

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

3

2. Calon Wakil Bupati:

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami 

mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang- 

Undang Hukum Pidana.

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumijdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



r
M UUEL B.2-KWK
PERSEORANGAN

PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN 
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten Sukabumi sebanyak.......... orang;

2. Jumlah Kecamatan*) sebanyak 47 Kecamatan;

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten
Sukabumi sebanyak........orang dan........Kecamatan;

4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan 
Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten sesuai dengan BA.7-KWK Perseorangan sebanyak.................. orang;

5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada
saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak ...............  orang,
yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan...........orang
(....% );

7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ..............  Kecamatan atau
setara dengan (....... %)
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Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No
Nama

Kabupaten/ Kota 
(diisi hanya untuk 

Pilgub)

Nama
Kecamatan

Nama
Kelurahan / Desa Jum lah dukungan

l 2 3 4

1 1........................... 1........................... ......................orang

2 ............................ ......................orang

3. d s t .................... ..................... o rang

2 ............................ 1........................... ......................o rang

2 ........................... ......................orang

3. d s t .................... ......................orang

3. d s t ................. 1............................ ......................o rang
2 ............................ ......................orang

3. d s t ..................... ..................... o rang

2 ...................dst

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan 
sebagaimana mestinya.

Bakal Calon BUPATI Bakal Calon Wakil BUPATI

Materai

-----PT...................................... ) (........................................... )

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di : Sukabumi 

Pada tanggal : 27 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.
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